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TENTANG
ENGGARAAN SISTEM [

PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! PERERIAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : o bahwa dalam rengha mengalickan leclebiban air yang

berusal darl alr humn sgar tdak tegadi genengan yang
berlehinan poda Suany kawasan Cerlenii sern seiring
dengan perumbuhen koia dan perkembangan indust,
perly dibual suaiu sistem pengeringan dan pengalisan air
yang batk.

b. banhwa kelebthan air sebagaimans dimaksud peda b o
khususnya df wilavan pericotasn, perly mendapaskan

“

an yang dan terpadu
metalut Penyelenggamman Sistem Drainase Perlootasn |
. bahwa berdasaran  Pasal 77 ayat (1) Peraturan

Pemerimtah Nomar 3% Tahun 2011 tentang Sungal, sungal
danjamau anak sungal yang selurub dasrah tangiapan
aimya terletak dalam sawm wilayah perkotaan, dapat
berfungsi sehagal draimase periotaan;

hahwa
dalam huraf o, huraf b, dan hunf o, perly menetapian
Perauran  Menteri  Fekerjaan  Umum  tentang

Sistem Drainase :

Mengingat : 1. Feraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 2007 tentang

@

@

o

I

o

@

@

@an Urusan Amtara
Pemerintahan Daerah Provinsl Dan Pemerintahan Dasrah
Habupaten/Kota [Lembaran Negara Republie Indanesia
Tahun 2007 Momor B2 Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomar 4737);

2. Feraturan Pemerntah Momer 20 Tahun 2008 tenmng
Reneana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Repubbik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republiic Indonesia Namos 4833);

BAH I
PENYELENGGARAAN

Haglan Kesatu
Unaum

Fasal 4

Benyelenggarnan  Sistem Droinase  Ferketaan menganit  sistem
pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul alr mbah
pada wilayah perkotann.

Tahapan f pan sistem pada ayat
(1] disesualkan dengan stuasl dan lkondisl masing-masing daerab
berdasarkan hasil kajtan telnis.

Penyelenggarnan Sistem Dramase Percotaan  menjadi tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsl, dan Pemerintah Kabupaten, Kot sesuad
dengan kewenangannya.

Pemerintah dacrab dapat melakukan kerja sama antar dacrah dalam
Benyelenggarnan Sistem Drainase Perkotaan

Benyelenggarnan Sistem Drainnse Perkotoan  sebogeimana dimaksud
pada ayat (3| dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung awab
dalam sub bidang drainase.

Fasal 5

Slstem Drainase Perkotann terdirl atas:
4. sistem teknis; dan
be sistemn non teknls.

Sistem teknis drainese perkotian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdisi dari saluran
indul/ primer, saluran sekunder, saluran tersier, sahuran lakal, bangunan
peresapan, bangunan tampungan heserta sarana pelengapriva yang
berhubungan secara sistemik satu dengan lainmya.

Sistem non teknis drainase perkotasn sebagaimana dimaksud peda ayat
(1) hurgf b merupakan dulungan terhadap sistem teknis dramase
perlcotnan terkait dengan e FRAN, peran leat,
perundang-undangan, instiusl, sosial ckonomi dan budaya, dan
kesehatan lingkungan permukiman.

Saluran induk/prmer  danfatae  saluran selunder  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungal, dan/atau anak sungal
yang berfungsl schagal drainase perketaan, dangatau kanal buatan yang
selurub daerah tangkapan airmyn terlesak dalam sty wilsynh perkotaan.

Menetaplcan

4. Peraturn Pemeriniah Momer 42 Tahun 3008 ening
Fengelolasn Sumber Daya Als (Lembaran Negars Bepublil
Indonesia Tahun 2008 Hemor 82 Tambahan Lembaran
Megara Republil Indonesia Nomos 4855

4. Persturan Pemeriniah Momor 15 Tahun 2010 entang
Penyelenggarsan Penataan Huang (Lembaran Negarn
Republile Indonesia Tahun 2010 Nomer 21 Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomes 5103),

5. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2011 tentang
Sungal |Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomos 74 Tambahan Lembaran Megarn Republik
Indonesia Nomor 5230);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 20409 tentang

bentul i Megara
sehagaimana telah beberapa kall diubab terakhir dengan
Peraturan Presiders Nomor 12 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Namor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsl Eselon | Kementerian
Megara Republile Indonesia sehagalmana telah beberapa
kali divhah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;

. Peraturan Menten Pelerjaan Umum Noamar 08PRT /2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER] PEKERIAAN UBMUM  TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
BAH |
KETENTUAN UMUM

Bagian leesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menterl inl yang dimakaud dengan:
Adr adalah semun air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertion ini air permulcaan, akr
tanah, air hujan, dan akr laut yang berada di darat.

Feoyelenggarean  Sistem Draimase  Perlotasn adalah  upaya

1

memantau, dan mengevaluasi sistem sl dan pon Ssilkc dramase
perkotaan.

Sistem Drainase Perlotoan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nan
telcnis dart prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
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Haglan Kedua
Ferencanaan

Fasal &

Sistem Dramase
a. penyusunan rencana indul;
b studi kelayalcan; dan
. perencanaan teknik terinel  detadl design.

meliputi:

Perencanaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untok
pengembangan Sistern Drainase Perbotasn gune mendulung Slstem
Drainas: Perkataan yang berkelanjutan dan

Faragral 1
Rencana Induk

Fasal 7

Rencann Induk Slstem Drainose Perkotnan  disusun untuk lcownsan
metrapalitan, kawasan perkotaan besar dan kata yang mempunyal nilal
strategis.

Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawnsan kota sedang dan
lecll, Rencana Induk Sistem Dramase Perkotann  disusun secara
sederhana.

Hencana indul disusun aleh instanst yang berwenang di bidang drainase.
Hencana induk sebagaimana dimaksud pada ayar (2] ditempkan cleh
Femerintahan Kabupaten,/Kota.

Rencana Induk Sistem Druinase Perkotaan untule wilayah Provinsl DRI
Jakarta ditetapkan aleh Pemerintahan Provinsl DKI Jakarta.

Penyusunan rencana induk pada knbupatenflata harus berdasarkan
pada Rencana Umum Tam Huang KabupatenKota yang bersangkutan
dan Rencana Fengelolaan Sumber Daya Adr di wilayah tersebut.

Rencana indulc Penyelenggaran Sistem Drainase Perlataan  berlaku 25
dua puluh lma) tabun aten disesualcan dengan jengla wakin
berlakunya Rencana Umum Tata Buang Kabupaten /Kota,

Fasal &

Rencana  Induk  Sistem  Drainase  Perkotaan
memperhatilan

rencana pengelolaan sumber daya oir;

TENCANG WU tata ruang kota (RUTRK);
tipalogi kota,/wilayah;

konservast akr; dan

Jondis Hngloungan, sosial, ekonomi, dan kearigan lolal.

disusun  dengan

pppER



(2} Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada
(2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memisat: “::n“] dlmm berfiomsrkon pate Rencona Induke Siaten Drulnase
& inventarisas kondisl awal slstem drainase; Perleataar.
b. kajian dan analisis drainase dan konsermsd air 12 Studl kebaynkan sebagaimana dimalkssd pada ayat (1) melipusi:
c. pendeleatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;| a. perencanaan teknis:
d. Tencana sistems jaringan drainase perkotaan termasuk skema |aringan b hebaynkan telnls;
drainase perotaan; . helayakan elonomi;
e. skala prioritas dan tahapan penanganar; d. kelaynkan lingkungan; dan
f. perencanaan dusar; e. rencana penyedinan lahan dan pemukiman kembali, bdla diperiukan.
& pemblayaan; "
b Metembagaan; dan () perencas telmis pada aynt (3] hurud a
L. pemberdayaan masyarakat. a. analisis hidrologi dan hidralika;
b sistem jaringan drainase;
Fusal 3 c. analisis model sistem jaringan drainase [apabdla diperlukan);
d. analisis kekuatan kenssraksi bangunan ais;
(1} Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan  vang melintast batas . nota disaln;
administrasi kabupaten kot disusun berdasarkan kesepakatan bersama 1 gambar tipikal sistem jaringan drainase dan Bangunan Pelengkap;
leabupaten | kota dengan memperhatilcan peraturan di dasrah. 5. perkiman volume peh — N ing jends pek
- i i
(2} Dalam hal tidak tercapal kesepakatan sebagrimana dimaksud pada ayat meliputi: pekerjaan sipil dan mechanica! electrieal; dar
(1], maka pemerinah provinsi melakukan fasilimsi sesual dengan . perkirman biaya pembangunan sistem drainase perlataan.
kewenanganrya- (5 Kelayakan telinls sehagaimana dimaksud pada ayat {3 huraf b harus
memenuhi persyaratan hidrologl. hidrolika, lekuatan dan stabilitas
Pasal 10 strukmr, ketersediann material, dapar dilaksanakan dengan sumber duya
manusia dan teknologl yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi
(1) Hota sedang dan kel dapat menyusun rencana induk sederhana (outing dan Pemelibaraan.
plan) scbagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2, peling sediki 5 [— dimal pada ayat (@] hurul c
““'I“‘“‘:“n Cedin! ol laterm deat dianalisis berdasarkan harga optimal, manfost langsung dam tidak
a. inventarisasi sl awal sistem drainase; o
b. kajlan dun analisis drainase dan konservasd air; languung darl v e branase
. rencana sistem jaringan drainase perkotaon; (7} Kelayakan bnglungan schagaimana dimaksud pada ayat (3] hurud d
d. skala pricritas dan tahapan penanganan; harus  memenubl  persyaratan  studi .'\:mhﬂn Mengenal  Dampak
e. perencanaan dasar; dan L b UTnabe = Unoha
1 pembiaynan. Linghkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2} Rencana indul sederhana Penyelenggaraan Sistem Dralnase Perkotaan 4  Dalam hal pel studi kelay perl lakan dan
berlaku 25 fua puluh lma) tabun atau disesualkan dengan janghka I kembalt dilaksanakan aleh p daeran.
wakiu Rencana Umum Tata Buang Kabupaten/Kata. (8} Studi kelayakan disusun aleh penyelenggara sistem drainase perkataan.
(0] Studl k harus . ! T dark b
Farageaf 2 daerah.
Stud| Kelayalan
Paragrafl 3
Paxil 1i Perencannan Telnik Terinct
11 Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotann disusun untuk mengukour ——
tingkat Tencana dan sarana Sistem
E':IT.*‘QQ m“"m i Wlllyﬂh Fh‘ " d.ltlnjm darl .M (1) Perencanaan teknik terinel Ststem Drainase Perkotaan merupakan suatu
elknls, ekanami dan ingkungan. perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Dradnase Perkotaan
sampal memenuhl syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem
drainase perkotaan.
7 f
(3} Perencanann teknik terined sebagalmana dimalcsed pada ayat (1) disusun (2) Tahapan Pelaksanaon Konsiruls! Sistem Dralnase Perkotaan terdirl atas:
berdasarican: a. persiapan konstrulksl;
a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotann ; b Pelaksanaan Konstrukst; dan
b studi kelayakan; dan <. ull caba sistem,
¢. knmdisd lakal loknsi perencanaan_ @ Femh . ayat (3 bundf a
(3} Perencanaan teknik terinct sebagaimana dimaksud pada ayat |1) meliputi: meliputl  kegiatan b saluran, yak  saluran,
&, mancangan teknik terinct slatem jaringan dradnase; saluran, lik aliran, Sistem  Poller, kalam
b rancangan teknik terinct sistem penampungan: dan tampung [storage) memanjang, Kolam Retensi,
. rancangan teknik terinci sistem peresapan. (4) Marmalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat |1) huruf b sdalah kegiatan
(4) Perencanann Teknik Terincd Sistem Drainase Perkotaon sebageimana untuk memperbaiki saluran dan Samama Drainase lainnye termasuk
dimaksud pada ayat (1), paling sedildt memuat: Bangunan Felengknp sesual dengan kriteria perencanaan.
. analisis hid dan hidralika; "
o analsa hidnlogl don hdrela; ® it prinaip
- alatem Jaringan dralnase perbotoan; aman dan beralh |ciean construction).
c. analisis  kekuatan  komstruksi  bangunan air  sistem  drainase
- Pasal 16
d. nota perhitngan;
e gambar detail hangunan air; Lingleup pekeerjaan h Jesueel dalam Bazal
f. spesiikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan; 15 ayat (2) huruf a adalab:
& volume pekesjaan sipil; 4. persipan gambar rencana;
h. mechanical electrical, bila diperlukan; s :ennzn fw@n: d
i perkirnan blaya pembangunan slstem drainase perkotaan; c. mendirilan bangunan lantor dan gudang ;
J. dokumen pengadaan prasarana dan Samna Drainase perkoman; 4 S .
; pengukuran tinggl muka tanah dan tinggl muka air banjis (peil);
k. metode Pelaksanaan Konstrulesi; dan €. mobilisesi peralatan dan tenaga lerja; dan
I. manual Operasi dan Pemeltharaan. f. perzinan,
Pasal 13 Pasal 17
(1} Perencanaan teknik terinet disusun oleh Penyelenggara sistem dramase b besued dalamn Pasal 15 ayat 2] burud
perkataan, b meliputl kegiatan:
{3} Perencanaan teknik terincd hams mendapathkan pengesahan darl instansi 8. Perslapan, meliputi gambar kega, lapangan, material, tenaga kerja, dan
telonis yang herwenang. peralatan;
b. Pekerjaan fislk, meliputl saluran, gorong-gerong, jembatan, pintu alr,
tanggul, rumah pempa, kelam tampung.
Pazal 14 £ Pengawasan, melputl gembar kega |shop drauwing, kualiss, jadwal
pelaksanaan [time schedide), netaork planring, biaya: dan
Ketentuan mengenal taa cara perencanaan Penyelenggarsan Sstem Dramase d. Laporan, meliputl laporan harian, laparan mingguan, laporan bulanan,
Perkotnan  tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak laparan ufl sampel.
terplsahban darl Feraturan Menteri ini.
Pasal 18
Rlu:f;::““‘“whl (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 ayat |2)
o huraf ¢ dilakssnakon padn prasaronn don Sarans Drainase yang
PFasal 15 dibangun agar dapat beroperasi sesual dengan mutu dan fungsinya.
(2) Uji coba praserana dan sarana sistem drainnse sebageimana dimaksud

[

Belaksanann Konstrules! Sistem Drainase Perlotaan meliput kegiatan:
4. pembangunan bang; dan/atag
b normalisasi.

pada ayat (1] diliksanalean pada:
o saluran;
b. bangunan perlintasan:



. bangunan pompa air; dan
d. bangunan pinn ais.
(3) Uji coba sehogeimans dimaksud pada ayat (1) dilakulmn dengan
talouh dan langsung di lapangan terhadap

fungsi dan sarana d ayat (2) hurufa, b, ©
dan d sebelum pekerjaan kanstruks diserahkan kepada direkal telnile.

Pasal 19
Ketentuan mengenal tata corn Pelaksanaon Konstruksi Sistem Dramase
Perkcotnan tercantum dalam Lamplran |l yang merupalan bagian tidak

terpisahkan darl Peraturan Menterd ind.

Bagan Keempat
Operasl dan Pemeliharman

Farageaf 1
Umum

Pasal 30

(1} Operasi dan b untuk K
fungsl Sistem Drainase Perkotaan dengan prinstp aman dan bersih.

(2} Operasi dan Pemeltharaan drainase perkotaan peimer, selunder dan

tersber menjadi tanggung jawab pemerintab kabupaten,kota.

Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lakal, mengadi

tanggung jawah pengelola kawnsan,

(4} Operasi dan Pemellhaman Sistem Drainase Perkotaan di kawasan
permukiman yang dibangun sleh pelaky pembangunan menjadi tanggung
jawab  pelaku dan/atau berdasarkan
peraturan perundangan.

&}

(5 Pelaksanann Operasl dan  Pemellbaraan waplb  menglcutl  kakdab
pelaksanann Sistem L dan Kerja dan
Slstem Manajemen Lingkangan,

Parageal 2
Operasi

Pasal 21

(1} Pengoperasion prasarana den Sarama Drainase perkntaan dilalukan
untuk memfungsikan secara optimal pengaturan alin alr dan
pengelclaan sedimen.

(2} Pengoperasian prasarana dan sarana sebagalmana dimaksud pada ayat
(1] meliputi:
A, pinte air manual dan otematis:
b. saringan sampah manual dan otomatis;

Haglan Kelima
Femantauan dan Evaluast

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1} Pemantauan dan Evalussi dilskukan untuk mengesabul kinerja Sistem
Dralnase Perlataan secara keschuruhan,

@

Penyelenggarn  Sistem  Dralnase  Ferkotnan menyampaikan  laporan
keglatan  penyelenggaraan  kepada  Mented,  Gubemur  dan
Eupati/ Walilota sesual dengan kewenangannya.

(3} Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggarann Sistem Dramase Perkowman
dilakukan cleh Menter, Gubernur dan Bupatl/Wallkata sesual dengan
kewenangannya.

(4} Weglazan Pemantauan dan Evalussi penyelenggaraan sistem drainase
mekiputi teknis dan non teknis.

(5} Keglatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:

a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drinase perkotaan;

b karnkteristik genangan; dan

2. bualitas air.
(8} Keglatan Pemantauan dan Evaluasi ron teknis melipus:
a. kelembagaan;
b. manajemen pembangunan:
¢ keuangan;
d. peran masyarakat dan swasta; dan
e hukum.

Pasal 25

Hasll Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagal bahan masukan untuk
b kinera p dan rencana tindak turun

tangan sesual dengan kewenangannya.

Paragral 2
Pemantauan

Pasal 26

(1} Pemantauan kinega Sistem Drainase Perkotan dilaksanakan secara
langsung maupun tdal kangsung.

(2} Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lak kan  dengan [ lapangan ke tempat
Ee guna peral b secara langsung tentang
pengoperasian sistem dralnase perlotaan.

c. pompa;
d. Sistem Folder; dan
e sistem pembuangan sedimen.

) aliran air seb pada ayat (1) unk
mengendalian sistem aliran air hujan ager mudah melewati belokan
dacrah curam, gorong-gorong, pertcmuan saluran, bangunan terjun,
jembatan, tali air fstreet inlet, pompa, pntu air.

(4} Pengeloloan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdicd darl
pengerukan, penganghutan dan pembuangan sedimen secars aman.

Faragraf &
Pemeliharaan

Pasal 22

(1} Pemeltharaon  dilakukan untuk  mencegah  kerusakan  dan/atau
permurunan fungst Prasarana Drainase dan perbatkan terhadap kerusakan
prasarana drainase.

2 h wajlb metade pelab bersih
dan aman.

)

eglntan Pemeltharaan meliputi:

a. Pemelibaraan rutin;

b. Pemelibaraan beraka;

c. Rehabilitasi; dan

d. Pemelibaraan khusus

4} Pemeltharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat |3) huraf @ paking
sediiclt meliputi keglatan: pengangkutan sampab  manual/otomatis,
pengerukan  sedimen darl saheran, dan Pemclthaman  mechanisal
electrical

i 1 berkala seby ksud pada ayat (3) huruf b paking
sedildt  mellputl  kegiatan:  penggelontoran,  pengerukan  sedimen
fkolamytak b vg-gareng/ syphon Kalam  Tandon,

Balam Retensi, dan Pemeltharaan mechardcal electrical

] & dimaksud pada ayat (3 buraf e meliputi
leeglatan, antara laln: penggantian atau perbatkan saluran, pampa/ piotg
air, perbaikan tanggal, atau saringan sampah,

perbatkan kelam tampung dan perbailkan Kolam Tandon, Kolam Retensi
akibat perurunan fungst maupun darurat (bencana alam).

Pasal 23

Hetentuan mengenal tata cara Operasi den Pemelibaman Sistem Drainase
Perkotnan tercontum dalam Lampiran 0 yang merupakan bagian tidak
terplsahan darl Peraturan Menterd ni.

) Pemantauan secarn tidak langsung sehagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaran
Sistem Draingse Perlotaan |, serta sistem informasi Penyelenggaran
Sistem Drainase Perkotann maupun data elekeronil lainnya.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 27

(1) Dalam melakuk Evahzasi Sistem Dralnase Perkotaan
diperlzkan suatu indikator kinerja Penpelenggaraan Sistem Drainase
Perkataan .

2} Indikator kinerja Penyelenggarann Sistem Dradnase Perkotaan  meliputl
aspek tebnis dan aspek non teknis.

) Evaluasl Fenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan  sebagaimana
pada ayar 1), secara berlcala,
(4} Indikator kdnergs strukturalfteknis medipati:

a. sistemn  drainase, lkondisl dan fungsl prasarana  dan  sarana.
karakieristk genangan yang mencakup luas genangan, lama
genangan, tnggh genangan, frekuensi genangan dan lkasl genangan
vang berdampak pada ekonomi, sosial, fesilias  pemerintahan,
tramaportasl, dacrah perumabian dan hak miik pribadi; dan

b. lualitas adr secara visual, antara lain warna dan kelkenuhan.

i5)  Indilator kineria nem telonis metiputi;
a. ek

yang pengelola, sumber daya

manusia yang mendikung organisasi;

b manajemen pembangunan yang mencakup dokumen peremcanaan,
pelaksannan k ol
peasarana dan sarana sesual dengan standar Operasi dan prosedur,
pengurangan tuas inhan basah;

£, keuangan yang mencakup pemblaysan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dectah terkalt drainase;

4 peran masyarakat dan swasia yang meneakup peran aktif masyaralat
melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan

lketerlibatan 0 dalam proses perencanaan
dralnase, peran serta  masyarakat/swasta dalam  Operasi dan
Pemeliharaan sistem dramase; dan
. hukum yang mencalup peraturan perundangan terkait drainase.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 28
(1) Benyelenggarn menyampaikan laporan kegistan Penyelenggarnan Sistem

Dralnase Perkoinan kepada pemerintah paling sedikit 1 [sasu) kall dalam
setahun.



(2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelengguraan Sistem
Drainase Perlotann sehagal berilur:

o tingkat nasonal 0 laporan kepada Menteri;
b. Pempelenggara  tingla:  provinsl  menyerahkan  laperan  kepada

Ciubernur; dan
ngleat ki hian laperan kepada

c i
HugailWalikota.

Pasal 29

Ketentuan mengenad tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainose
Perkotaan tercantum dalam Lampiran [V yang merupekan baglan tidak
terpisahban darl Feraturan Menzerd ini.

BAE L
PEMEIAYAAN

Pasal 30

(1} Pemblayaan Penyelenggarean Sistem  Dralnase Perkotaon  dapat

bersumber dar:

o APBN;

b. APBIY dan/atau

. sumber dann lain yang sesual dengan peraturan  perundang-
undangan.

2} b b d pada ayat |1) terdin darl biaya
investasi, dan blaya Operasi dan Pemeliharaan.

(3} Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huraf ¢
yang berasal dari swadaya masynrakat, besarnya biaya peryelenggaraan
yang dibehankan kepada masyarskat harus  didasarkan  pada
kemampuan, kesepakntan dan dikelola secara terbuka.

ELAE [V
FPERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 21
(1} Peran masyarakat don swasta dalum Penyelenggaraan Slstem Drainase

Perlatpan dapar  dilakukan  pada  seiop tahapan, molal  darl
Operasi dan serta

Pemantauan dan Evahsasl

(2} Peran masyarakat sehagaimana dimalsud pada ayat (1] dapat berupa:
& menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandan, Kolam Resensl, sesual
dengan karakteristik kawasan;
b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
melakukan Pemelihoraan dan  pembersihan  drainase lokal &
lingiungannya:
mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan mspelosi;

Baglan Kedua
Pengawasan
Pasal 23

i1} Mentenn dan  gubernur/bupaty/walllkota  melaksanakan  pengawasan
terhadap seluroh mhapan Penyelengzaraan Sistem Draimase Perkotaan
sesual kewenangannyn.

2 pada ayas (1) dilakukan dengan
metibatkan peran masyaralcat.

{3} Peran lat dalam penga i pada ayat
(2 dilalulan dengan menyampalkan laporan danatau pengaduan
lepaa Menteri, gubernur dan bupati (walikoma.

Menteri, gubermur dan bupatl/ walikoia sesual dengan kewsnangannya
wajih menindaldanyuti laporan dan/ateu pengaduan masyaraleat.

[

(5} ! wajib sarana sebagai
upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyvelenggarnan Sistem
Drainase Perloataan -

EAE VT
PENGATURAN D] DAERAH

Pasal 24
(1) Pemerintah Provinsi  danatau i Kota  dapat
Peraturan Dasrah mengenal Sistem Draimase Perkotaan sesual dengan
wyahnya, dengan berped pasda Menteri

ind.

(2) Dalam hal daerah belum mempunyal peraturan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), mala terhadap peliksansan Penyelenggaraon Sistem
Drainase Perlotaan di daerah diberlalukan keteniuan dalam peraturan
Mentert ink.

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam penyelengzaraan sistem drainase di kota metropobitan, besar, dan kota
yang mempunyal nilai sirategls yang belum memiliki Rencana Induk Sistem
Drainase Perkotann hams memillki dan melenghkaploya paling lambat 3 tiga)
tahun setelah peraturan inl ditetapkan.

e. mengelola sistemn drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
f. menyampaikan informasi tentang penanganon  driinose  lepada
pemerintah kabupaten /kota.

(3} Peran swasta schagaimana dimaksud pada ayat |1) dapat berupa:

o menyediakan Sumur Resapan, Kalam Tandon, Kolam Retensl, lolam
tampung di kawnsan K yang menjadi

b. mencegah sampah dan air limbah mask ke satran;

r. melakukan pembangunan saluran den Bangunman  Pelenglap  di
kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase loata;

d. melakukan Operasi dan h sistem drainase di kawasan
permubdman yang menjadi tanggung jawa bnya;

e. mencegah pendirian bangunon di atas saluran dan jalan inspeksi;
dan/atau

f. menyampaikan informasl tentang  penanganan drodnose  lepada
pemerintah kabupaten kot

(4) Peran swasta sebaguimana dimaksud pada avat (2] huraf o dilslon
setelah mendapat izin darl bupati fwalikota.

FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Fembinaan

Pasal 22

(1} Pembinman terhadap gubernur danjatau  bupati/walketa  dalam
Penyelenggaman Ststem Drainase Ferkoizan dilaksanalean oleh Menteri,
yang meliputi:

o koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkstann ;

b. pemberian norma, standar, prosedur dan kritera Penvelenggaraan

Sistem Drainase Perkotaan ;
«©. pemberian bimbingan, superdsi, dan konsultasi Penyelenggaraan
Sistem Drainase Ferkosaan ;

4 pemberian bantuan teknis baik fsilc {struktur maupun non s pon
strulctur)  sesual  dengan  kebljakan  dan  strategi  nasional
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; dan
pendidikan dan pelatihan di bidang Penyelenggarann Sistem Draimase
Ferkotaan .

) b terhadap Sistern  Drainase  Perkataan
dilaksarakan aleh Menteri dan/atae gubernurfbupati fwabiota sesuad
dergan kewenangannya meliputi;

a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;

b, pemberian Wmbdngan, supervsl, konsultass; dan

c. pendidikan dan pelatihan;

BAR VI
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 36

®adn saat berlakunyn Peraturan Menterl dinl. maka semua  peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggarann Sistem Drainase
FPerkotaan  dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri inl.

Pasal 37

Peraturan Menter inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang
Menten ini dengan penempatannys dalam Berita Negara Republik Indanesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 36 September 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ted.
IMOKD KIRMANTO
Diundanglan di Jakarta
pacla tanggal 2 Gldicher 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
REPUBLIK INDONESLA,

atd.

AMIR S¥YAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1451




Lampiran 2 Pedoman Wawancara

A. ldentitas Informan

Nama

Umur

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat

B. Daftar Pertanyaan untuk Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

1.

Apakah Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru sudah menerapkan Peraturan Menteri

Nomor 12 Tahun 2014 ?

. Bagaimana pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Kotabaru ?

Apakah pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Kotabaru melibatkan orang
ketiga ?
Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan sistem drainase

?

. Apakah ada program rutin untuk membersihkan dan memperbaiki jaringan drainase

?

. Apakah ada kendala terkait anggaran, sumber daya manusia, atau teknis ?

. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang terkait dalam pengelolaan

drainase ?

C. Daftar Pertanyaan untuk masyarakat

1.

Apakah Mengetahui Soal Pengelolaan Drainase Oleh Dinas PUPR Kabupaten
Kotabaru ?
Apakah Pernah Mendapatkan Sosialisasi Langsung Dari Dinas PUPR Kabupaten
Kotabaru ?

Bagaimana Tanggapan Soal Persoalan Drainase Di Kabupaten Kotabaru ?



4. Apa Harapan Dalam Tata Kelola Drainase Di Kabupaten Kotabaru ?

5. Apakah Pengelolaan Drainase Penting Di Kabupaten Kotabaru ?

Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Narasumber



(Wawancara secara langsung dengan Penanggung Jawab bagian Pemeriksa
Sanitasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten
Kotabaru)

Ric. = as @S u?.-.0pod03¢eEO R L L
(Wawancara online dengan Penanggung Jawab bagian Pemeriksa Sanitasi (tengah), bagian
Administrasi Perkantoran (kiri), Operator Pelayanan Operasional (kanan) Bidang Sumber

Daya Air dan Penyehatan Lingkungan)

(Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara



Kabupaten Kotabaru)







Lampiran 4 Dokumentasi Pribadi tentang Pengelolaan Drainase

(Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru)




Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

poON=

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 560 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan

dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Perpres Rl No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

oo

MEMUTUSKAN

Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi
a.n.:

Nama : Normalasari

NIM : 210102030305

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul

: Implementasi Tata Kelola Drainase yang Baik Menurut Undang-undang dan
Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten Kota Baru)

: Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banjarmasin Tahun 2025.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

diujikan.

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinyai.

=t Ao
/. 7" 'Ditetapkandi : Banjarmasin

V0
y/ /’ Tar:%]al : 9 Mei 2025

Kt Magr 23



Lampiran 6 Surat Perubahan Judul

' A KIEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

| (faeh UNIVERSITAS ISLAM NEGERTI ANTASARI BANJARMASIN
\ FAKULTAS SYARIAIL

! £ Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Banjarmasin

| LJ !N Telp (0511) 3268783

Lmail fassa@uin-antasan ac & Web wwa syanah uin-antasan ac id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B-172V  /Un 14111 27°P.00.9/6/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (1) berkenaan dengan perubahan judul, maka
dengan ini dapat disetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (1)

Nama : Normalasan

NIM ¢ 210102030305

ProgramJurusan ;  S.1/ Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul Terdahulu  :  Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan  Sistem rainace  Perkotaan (Studi &1 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)

Judul Baru : Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-
Undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten
Kotabaru)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing . Dr. H. Anwar Hafidz, Le, MA Tk

Saudara (1) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan
arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penctapan ini dibuat untuk diketahut dan dilaksanakan dengan semestinya

Banjarmasin, 04 Jum 2023
Dekan

NIP. 197105191997032001

Tembusan

Rektor UIN Antasan (scbagar laporan),
Dusen pembimbing

Mahasiswa (1) ybs,

Arsip

P S -



Lampiran 7 Penetapan Waktu Ujian Proposal

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Kd Map: 23

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 202472025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahasiswa.

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi:

4. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman ik Fakultas Syariah UIN Ant: i,

Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
MEMUTUSKAN

: Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji |

dan Penguiji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Normalasari

NIM : 210102030305

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)

: Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13/02/2025
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munagasyah |

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
: 10 February 2025




Lampiran 8 Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 13/02/2025 pukul ................ X, S . bertempat di Ruang Munagasyah |
Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama *  Normalasari

NIM 210102030305

Tempat, Tgl. Lahn Pematang Panjang, 3 October 2002

Jurusan :  Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul "Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.

(Penguji 1)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

(Penguiji Il)
Hasil sidang tim penguiji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®:

1. Diterima
2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

[ l4. Ditolak dan disarankan:

No. Nama Penguji Sebagai Tanda Tangan
_~
1.|Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Penguiji | (/'J/ 3
-

N

.|Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

Penguiji Il

-pé.pa
Stk IND
*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang-terse Kode Map: 23




Lampiran 9 Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
% UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

UlN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

oo Telepon (0511) 3265783

il Website: www. fs.uin-antasan.ac.id /2-madl: fasya@uin-antasan.ac.id
Nomor  : B- 1377 /Un.14/111.2/TL.00/05/2025 15 Mei 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Kotabaru

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penug Y
kepada :

Nama . NORMALASARI

NIM : 210102030305

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VIl (Detapan)

Alamat : JI. Teluk Mesjid RT.02 RW.01 Kec. Pulau Laut Timur

Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 16 Mei - 16 Juni 2025 dengan judul

Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang Dan
Hukum islam (Studi Di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru)
Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai

dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kenasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bholihin, S.Ag., M.Ag/ —
1112003121001

Melagpani | ebih Bai. 1 ebib sk Melosgars



Lampiran 10 Surat Selesai Riset

s PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

At 5 Basgarnangncnm Mo |8 Sotntry V0 Stated Sgaen Ko Pas 11111
A Vetaran R 3 Ne 87 Ow, Pttt e Rtabay 11110
ROTARARU RAUMANTAN BELATAN § Mat  aouge @ botnto ot go o

SURAT KE TERANGAN
NOMOR 800/ 082 /DPUPR

Yang bectanda tangan dibawah ini

Nama It Dwi Handoko ST MM
NP 19781106 201001 1 013
Jabatan Sekretans

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Normalasari

NIM 210102030305

Program Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah Syanyyah )

Judul Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut

Undang-Undang Dan Hukum Islam (Studi Di Dinas

PUPR Kabupaten Kotabaru)

Lokasi Kabupaten Kotabaru
Waktu 1 (satu) bulan
Bahwa yang bersangkutan telah sel melaksanakan keg 1 penelitan di Kantor

Dinas Pekenaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru sesuai dengan surat
dan Kementenan Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari

Banjarmasin Nomor B-1377/Un. 14/111.2/TL/00/05/2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan

sebagaimana mestinya

Kotabaru, 26 Mei 2025

Hangoko ST MM
7

MR 19784106 201001 1 013




Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

A KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
?aj\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASAR] BANJARMASIN
v FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
U lN Telp. (0511) 3265783

Wi Email: fasya@uin-antasari ac.id Web: www fs uin-antasari ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 763 /Un.14/111.2/PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenamya bahwa."

Nama Normalasari
NImMm - 210102030305
Jurusan - HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal . Selasa, 25 Februari 2025
Waktu . 08.30- 10.30
Tempat : Ruang Munagasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota - Sulaiman Kurdi, S.Ag., MS|
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

e Hlistyoko, S.Sos, M.H.

. 19790118 200501 1 004
Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 586



Lampiran 12 Sertifikat BTA

=

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1776/Un.14/111.2/PP.00.9/06/ 2025
Dekan IFakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NORMAILASARI

NIM : 210102030305
Kelahiran Pematang Panjang, 10 Maret 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik




Lampiran 13 Sertifikat Keterampilan Komputer

Vo R T ¥ TR, Vo, N ‘. gt
et B B2 o A2 b -
Vel B ALY, "N .
Disd 57

B

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN
UIN Alamat S A Yani Km 4.5 Lt Il Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Artasan Bargarmasin

vy prerirestd: cevpesvsovest

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030305/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NORMALASARI
Tempat dan Tanggal Lahir

PEMATANG PANJANG, 10/03/2002

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

.?ﬁ:fd’,'&:?l?ﬂ—fﬂ!ﬂt\f aas

ittt eyl

PROGRAM NILAI PREDIKAT
Microsoft Office Word 75 Baik
Microsoft Office Excel 70 Baik

Microsoft Office Powerpoint 70 Baik

PAIASFSILITLIATA L SPLIIIILALRAY ;l;u;!;-i*u:_g.;-v;u,uu:;:pu; T e ey ey

Yang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2023.
Banjarmasin, 4 September 2023

Ketua,
Nuhammad MKn.

9
b =]
NIP. 198611172011011005

NIP. 197105191997032001




Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
/ "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASAR|
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

UlN Telepon (0511) 3265783

mf‘s-:ﬂ c-mail: |n“.|_u.‘||i||;|r|lu--|ri.ug!tl website: www, fsuin, antasari a i
o NILAI EKSTRA KURIKULER
Nama : Normalasari
NIM 1210102030305
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik 1 2024/2025
NO ASPEK JUMLAH NILAI KETERANGAN B
( \ KEGIATAN KEGIATAN | KUMULATIF
5 3 29 5
- [:Spe)\(s‘;t‘)k' . Sertifikat Ma’had Al Jamiah
' Keagamaan tahap 12021 (25) A
dan moral 2. Sertifikat Tes Keterampilan
Pancasila. Keagamaan Oleh LP2M UIN
Antasari 2024 (2)
3. Peserta Workshop Moderasi
Beragama oleh Pusat Kajian
Moderasi  Beragama  UIN
Antasari Banjarmasin (2)
b. " Aspek 12 40
kepemimpin 1. Peserta PBAK Ul
an dan Antasari Banjarmasin 2021
loyalitas 2)
terhadap 2. Peserta PBAK JUSTITIA
almameter, Fakultas Syariah oleh Dema
negara,bangs Fasya 2021 (1)
adan agama 3. Pengabdian Kuliah Kerja
Nyata UIN Antasari
Banjarmasin di Danau Huling,
Paramasan Atas @
4. Sertifikat Webinar PPKM
Welcome to Univercity! Dunia
paru dan Langkah Yang Lebih
Maju  Oleh FOSMA UIN
Antasari Banjarmasin 2021 (2)
5. Peserta Sharing Asarama dan
UPB: : “Tingkatkan
Kemandirian dengan Asrama
Kembangkan Kualitas  gjrj
{sngan Bahasa” oleh FOSMA
B iy 2021 (33" Banjarmasin




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Ul Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
o4 1S Telepon (0511) 3265783

ANTASARI e-mail: fasy o/ uin-antasari.ac id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

6. Peserta  Forum  Diskusi
Mahasiswa: Di Jalan
Terancam,  Di  Media
Terbungkam” oleh FOSMA
UIN Antasari Banjarmasin
2021(2)

7. Peserta Studium Generale
“Hukum dan Ilmu Hukum”™
Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin 2021 (1)

8. Peserta Seminar Nasional
Kolaborasi Pascasarjana dan
Fakultas UIN Antasari
Banjarmasin bersama Ketua
Muda Agama Mahkamah
Agung RI2025 (3)

9. Peserta Webinar Kepemudaan
oleh BEM STIT Darul Ulum
Kotabaru (3)

10. Peserta Mahameru oleh HMJ
HTN 2021 (2)

)hMagang pada Ombudsman RI

Perwakilan Kalimantan

Selatan (9)

J2@Magang  Bidang  Pidana

(Pengadilan Negeri Kotabaru)

©)

2 Aspek 5 12 1. Panitia Pelaksana Pengabdian
Keorganisasian Masyarakat HMJ  HTN

dan  Pengabdian 2022/2023 (1)

Masyarakat 2. Panitia Bedah Buku Jakarta
Sama Dengan Nusantara oleh
Mahasiwa/i Tata Negara Lokal
A dengan Kolaborasi dengan
HMJ HTN 2022/2023 (1)

3. Sekretaris Bidang KOMINFO
HMJ HTN 2022/2023 (4)

4. Sekretaris Komisi [V SEMA
FASYA 2023/2024 (4)

5. Anggota Bidang  Kajian
Hukum & PSDM FKHI
2022/2023 (2)

Jumlah 20 # GZ)

N— 2 e



KEMENTERIAN AG

AMA REPUBLIK INDONES
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI -
" FAK.ULTAS SYARIAH
UlN an A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
e Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyaa uin- ari.ac.i
uin-antasari.ac.id website: www.fs uin.antasari ac id

Banjarmasin, 26 Mei 202$

Doﬁigbing
. Anwar Hafidzi, Lc,. MA. Hk
NIP. 2128078501

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat

- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
-1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan




Lampiran 15 Sertifikat TOEFL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2025

Unit Pengembangan Bahasa

UPh

Unit Pengembangan
Bahasa

CERTIFICATE

|

| ——

i Number : 888/Un.14/V.3/0T.01.1/ UPB-TOEFL/05/2025
|

This is to certify that :
: Name :Normalasari
Place and date of birth : Pematang Panjang,10 March 2002

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension :45
Structure and Written Expression : 40
Reading Comprehension 140

Total TOEFL Prediction Score  : 417
| Expired date : May 9, 2027

Testing date  : May 7, 2025
Issued in : Banjarmasin
On :May 9, 2025
~Head of Language Development Center,
—

7NN 4
1@/} D
49 A\
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Lampiran 16 Sertifikat Asrama
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
U lN Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344

e-mail: info@uin-antasan ac.id website: vwww uin antasan ac id

SERTIFIKAT MA’HAD AL-JAMI’AH

No. B-75/Un.14/V 1.4/ PP.00.9/06/2022

Kepala UPT. Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dengan
ini menerangkan bahwa:

Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Fak : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap V Tahun
Akademik 2021/2022 (17 Mei - 16 Juni 2022) di Asrama Ma’had al-Jami’ah
UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta
dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

A A P ) A G OSSR
. Q 1%

Banjarmasin, 30 Juni 2022

Nilai Evaluasi: &
No | Kategori Evaluasi | Nilai i

1 | Kognitif 77,78 ::

2 | Afektif 65 {-“

3 | Skill Ibadah 76 {;:
Rata-rata 72,93 é
Keterangan Nilai: I
90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna v;?.
80-89 : huan, Pemahaman, dan Penerapan Baik %

: Pengetal
70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, Penerapan Cukup

3@"% :!"’am S RS T
SRS\ e A e
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10.
11.

RIWAYAT HIDUP

Nama

Tempat Tanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Pernikahan

Alamat

Pendidikan

Pengalaman Organisasi

Orang Tua
Ayah
Nama
Pekerjaan

Alamat

Ibu

Nama
Pekerjaan
Alamat
Saudara
Anak Ke

Normalasari

Pematang Panjang, 10 Maret 2002

Islam

Indonesia

Belum Menikah

JI. Teluk Mesjid Rt 02 Rw 01, Kecamatan
Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan

a. SDN Berangas

b. SMP Pulau Laut Timur

c. SMAN 1 Kotabaru

a. UKM Forum Kajian Hukum dan limiah
b. HMJ Hukum Tatanegara

¢. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah

Saberansyah
Wiraswasta
JI. Teluk Mesjid Rt 02 Rw 01, Kecamatan
Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru,

Kalimantan Selatan

Saharbanun (Almh)

1

2 dari 2 bersaudara

26



	RIWAYAT HIDUP

